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Abstrak
 

Perlindungan hukum sebaiknya dilaksanakan secara proporsional dan memiliki suatu kepastian.

Perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas timbul akibat adanya pemberhentian sementara

yang menghapus status dan hak sebagai kepala daerah selama proses persidangan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai mekanisme pemberhentian sementara

dan permasalahan hukum yang terjadi pada upaya ganti kerugian dan rehabilitasi kepala daerah, dengan

menggunakan metode peneilitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukan pembaharuan dan penegasan peraturan terkait demi

tercipta kepastian mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum

bagi kepala daerah yang diputus lepas dan dirugikan atas pemberhentian sementara.

......

Legal protection should be implemented properly and have a certainty. Legal protection for head of local

government who discharge of law proceedings arising from the temporary termination to remove the status

and rights as head of the region during the proceeding.

Study is intended to be an overview of the suspension mechanism and legal issues on compensation and

rehabilitation efforts of regional heads with normative method.

The results of this study suggest that conducted the renewal and affirmation related regulations by creating

legal certainty regarding compensation and rehabilitation, so as to ensure legal protection for head of local

government who has been discharge of law proceedings and aggrieved over the suspension.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346896&lokasi=lokal

